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Menimbang : a  bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 8 Peraturan MenteH
Dalam Nege五  Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan     dan     PewuSunan     laporan

b

Pertanggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya,
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Tata Cara Penatausahaan l,aporan
Pertanggungiawaban Bendahara serta penyampaiannya
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 55
Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan l,aporan
Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampaiannya
serta menerbitkan SPM dan SP2D;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan SPM dan SP2D perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan
la.poran Pertanggungiawaban Bendahara dan
Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah
Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649],;

C

Menglngat : 1.



2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 224, Ta:.nbahan Irmbaran Negara RI Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara RI
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 200g
tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2Ol4 tentang Pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0075);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN   GUBERNUR   TENTANG   TATA   CARA
PENATAUSAHAAN,      PENYUSUNAN
PERTANGGUNG」AWABAN      BENDAHARA

LAPORAN
DAN

PENYAMPAIANNYA SERTA PENERBITAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

う
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6 Kuasa Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
19{.h pejabat yang diberi kuasa untuk rneraksanakariseuagian tujas
BUD.
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat (BppKAD) adalah BppKAD pro,insi Nusa Tenjgara
llmur-
Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara
Timur, selaku Kuasa Pengguna Anggaran / pengguna Barang pro:iinsi
Nusa Tenggara Timur.
Bendahara Penerimaan PpKD adalah pejabat Fungsional yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari
transaksi PPKD.
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat Fungsional yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan aa.,
memepertanggungiawabkan uang untuk keperluan transaksi ppKD

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat ppK adalah
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pe.rgidaan barang dan
Jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

Pejabat Pelalsana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut pFTK adatah
pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan dan menyetor, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa berlaku dari
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
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23.

24

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran BPPKAD selaku BUD.

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat

22.

DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaall perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya
sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kepala Satual Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selarjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA/DPPA Perangkat Daerah.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitlan
oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembali (reuoluingl yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
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SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna membiayai kegiatan
Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
SPP l,angsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar Surat Perintah Keq'a atau
Peqjanjian Kontrak Keq'a dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah Uang
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah Surat Perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan tidak
membebani Kode Rekening.

Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah Surat Perintah membayar
penggarttian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh
Kuasa Bendaharawan Umum.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah Surat Perintah membayar yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani kode
rekening yang dananya digunakan untuk menggantikan Uang Persediaan
yang telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan
dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani Kode Rekening.

Surat Perintah Membayar l,angsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah Surat Perintah Membayar Langsung kepada Pihak Ketiga yang
diterbitkan olek Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas
dasar Surat Perintah Keda atau Pe4'anjian Kontrak Kerja.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SKPP adatah Surat Keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan
pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa
Fenggura Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh
Gubernur disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang seianjutnya disingkat
SPTB adalah Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau transaksi belanja
sampai j umlah tertentu.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan
Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah serta
Penyampaiannya;

b. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta
Penyampaiannya;

c. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan l,aporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan PPKD serta
Penyampaiannya;

d. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran PPKD serta
Penyampaiannya;

e. Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D.

Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan Perangkat
Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan;
b. Pertanggungiawaban dan Penyampaiannya.

Materi yang berkaitan dengan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Pengajuan SPP;
b. Pembukuan Belanja;
c. Pertanggungiawaban dan Penyampaiannya.

Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Penatau sahaan Penerimaan PPKD;
b. Pembukuan Penerimaan PPKD;
c. Pertanggungiawaban dan Penyampaiannya.

Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Pengeluaran PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Pengajuan SPP;
b. Pembukuan Belanja;
c. Pertanggungjawaban.

Materi muatan yang berkaitan dengan Tata cara Penerbitan SPM dan
SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. Proses penerbitan SPM;
b. Proses penerbitan SP2D.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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BAB II

電 器 躙 肥 献 鵠 巣蒻 蹴
PENYAMP

(2)

Bendahara 
""""n-""r fir*;l"f i?lL penerimaan pemban tuPerangkat Daerah

Pasal 3
Bendahara penerimaal perangkat Daerah bertugas untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mpertanggungjawabkan

F:ltrJffi ffi "T:*:'"'"odaerahd'r;;;;;;peutsanaffi-;E;il;;.
Dalam melaksanakan 

_tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bendahara penerimaan perangkat Dierah be.we.rang:a. menerima seluruh penerimaan yang bersumber?ari pendapatan AsliDaerah dan sumber lainnya y"rg 
""*n;b. menyimpan seluruh penerimaanl

c. menyetorkan seluruh penerimaan yang dlterlma sesual ketentuantermasuk penerimaan. dari pihak ketiga ke Rekening Xas UmuL
_ Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
d. dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau

dengan komunikasi dan/atau alat transpJrtasi sehingga _"fEHt ibatas waktu penyetoran maka penyetorannya dllakukan seklmDat_
lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung sejak uang diterima;

e. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui
Bank berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang
dipersamakan;

i. penyampaian Surat Tanda Setoran atau bukti lain yang dipersamakan
kepada Kepala BPPKAD/Bidang Perbendaharaan selaku BUD/Kuasa
BUD;

g. memeriksa semua bukti penerimaan agar lengkap dan sah;

Secara fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara penerimaan
Pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
BPPKAD/Bidang Perbendaharaan selaku BUD/Kuasa BUD;

Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk melakukan
penatausahaan terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan oleh
Bendahara Penerimaan, antara lain:
a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
b. menyimpan seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
c. menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima sesuai ketentuan

termasuk penerimaan dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah
paling lambat 1 (satu) hari ke{a;

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima mela-lui
Bank berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang
dipersamakan;

(3)

(4)
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e. penyampaian Surat Tanda Setor"" 
!gls.)_.atau bukti lain yangdipersamakan kepada r.pJ"*JppKAD/Bidang perbendaharaanselaku BUD/Kuasa euo 'a""g."- ^te-busa., 

kepada Bendaharapenerimaan;
f. memeriksa semua bukti penerimaan agar lengkap dan sah.(5) Bendahara penerir

3e1".,ssu,,s[*J#i,H"dT*'tX+:.;:".:lT#?#:H"#Sff X;bulan paling lambat tanggal 5 (lima) d"iu" n".itrt y".

(2)

(3)

(4)

Bagian kedua
Penatau sahaan dan pembukuan penerimaan

Pasal 4
Penerimaan daerah disetor ke_rekening kas umum daerah pada pT. BankPembangunan Daerah Nusa Tenggara" i;;;-;., dianggap sah setelahkuasa BUD menerima nota krEiit ,t""-sr:b 

"t""-ts'riilti"r"i"'"i-#gdipersamakan.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan d6ngan cara:a. disetor langsung ke bark oleh pihak ketiea;
b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran
oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimani dimaksud
pada ayat (2) huruf b diterbitkan dan disahkan oleh eFpKAO Cq. Bidang
Aset dan Retribusi.

Prosedur penatausahaan Bendahara penerimaan diatur sebagai berikut:
a. Pihak Ketiga/Bendahara Penerimaan mengisi Surat Tanda Setoran

(STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) der/etau tanda bukti
lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bendahara Penerimaan menerima uang dan mencocokan antara STS
dengan SKP-Daerah/SKR-Daerah dan/tanda bukti lainnya yang sah.

c. Dokumen-Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan
dalam Pembukuan Pendapatan:
1. Buku penerimaan penyetoran Bendahara penerimaan;
2. Buku pembantu per rincian objek penerimaan;
3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

d. Bendahara Penerimaan dalam melakukan pembukuan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, berdasarkal :

1. Surat Ketetapan Pqjak Daerah (SKP-Daerah);
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);
3. Surat Tanda Setoran (STS);
4. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
5. Bukti Penerimaan lain yang sah.

e. Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening atas
nama pribadi pada bank untuk menyimpan uang kas.
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(5) Penerimaan setoran melarui Bendahara penerimaan pembantu diatursebagai berikut:
a. Bendahara penerimaan pembantu menerima uang dan mencocokanantara STS dengan. SKp Daerah/SKR Daerah d;7;,^" ,"irA"" frf.,ipenerimaan yang sah.
b' Dokumen yang digunakan oleh Bendahara penerimaan pembantudalam pembukuan pendapatan:

1. Buku penerimaan ia, penyetoran Bendahara penerimaanpembantu;
2. Buku Kas penerimaan Harian pembantu.

c' Bendahara penerimaan pembantu Jaum metat ukan pembukuansebagaimana dimaksud pada huruf b, beraasarkan :1. Surat Ketetapan pajal Daerah (SKi_Daerah);2. Surat Ketetapan netribusi tsfnl:
3. Surat Tanda Setoran (STS);
4. Surat Tanda Bukti pembayaran; dan5. Bukti penerimaan lain yang sah.

pertanggungi.filf*l|spl.,y*p.i"r,r,y.
pasal 5

(1) Bendahara Penerimaan / Bendahara penerimaan pembantu padaPerangkat Daerah wajib mempertanggungiawabkan pelaksanaan ApSOsebagai berikut:
a, Bendahara pelerimaan/Bendahara penerima.an pembantu

bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya:
1. secara administratif kepada pengguna Anggaran perangkat

Daerah/Kuasa pengguna Anggaran perangkat Da=erah melarui ppK
Perangkat Daerah paling lambat tanggal 16 buhn berikui;y;;

2. se-cara fungsional kepada ppKD selaku BUD paling lambai tanegal10 bulan berikutnya melarui bidang akun-tansi- dan p"t"po.""
setelah disahkan oleh pengguna anggaran/ku""u p".,ggrrru
anggaran.

b. Laporan Pertanggungjawaban (LpJ) bendahara penerimaan
merupakan penggabungan dengan LpJ bendahara penerimaan
pembantu dan memuat informasi tentang Rekapiturasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara.

c. l,aporan pertanggungiawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
pada poin b dilampirkan dengan :

1. buku penerimaan dan penyetoran yang tetah ditutup pada akhir
bulan berkenan;

2. register STS;
3. buku rekapitulasi penerimaan harian;
4. bukti penerimaan lain yang sah; dan
5. pertanggungiawab bendahara penerima pembantu.

d. Pertanggungjawaban penerimaan dan lampirannya beserta hardcopg
dan soficopy disampaikan kepada ppKD selaku BUD melalui Bidang
Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD.

＼
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{2} Langkah-langkah 
. penyusunan 

. 
dan penyampaian pertanggungjawabanBendahara Penerimaa'n Perangkat oaerarr aan Bendahara penerimaanPembantu perangkat Daerah ueserta format dokumenpertanggungiawaban adalah.sesuai dengan Lampiran I peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 t?.ri..rg Tata cara penatausahaandan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara sertaPenyampaiannya.

BAB III
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN OLEH BENDAHARA PENGELUARANPERANGKAT DAERAH DAN BENDAHANE PBTVGELUARAN PEMBANTUPERANGKAT DAERAH SERTA PENYAMPAIANNYA

Bendahara Pengeluaran o"" r?li?f#E'Xu.r,r"ran pembantu perangkat
Daerah

(2)

pasal 6
Bendahara Pengeruaran perangkat Daerah bertugas untuk menerima,menyimpan, ryg*bayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan pengeluaran uang untuk t<epiiiuan belffi
Daerah dalam rangka pelaksanaan ApBD pada perangkat baerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bendahara Pengeluaran perangkat Daerah berkewenang:a. mengajukan Permintaan pembayaran kepada peirgguna Anggaran

melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Perangkat n*ratri
dengan menggunakan SPP-UP, Spp-GU, Spp-TU dan Spp-LS;

b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan
dan Tambah Uang Persediaan;

c. melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya;
d. menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diterima dari
PPTK;

I. mengembalikan dokumen pembayaran yang diberikan oleh Pengguna
Anggaran, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat daurrl
atau tidak lengkap;
memeriksa semua bukti pengeluaran yang dipersyaratkan;
memungut pqjak penghasilan (PPh) dan pajak negara lainnya dan
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka
waktu 1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk melakukan
peflatausahaan terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan oleh
Bendahara Pengeluaran, antara lain:
a. Mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-

LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

ｇ
．
ｈ
。
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Ｃ

．α

Menerima dan menyimpan Uang Persediaan dan Tambah Uang
Persediaan/ Pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
Melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya;
Menolak perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK;

f. Mengembalikan dokumen SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila
dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Urusan Gaji bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
dalam melaksanakan tugas menatausahakan pengeluaran Anggaran.

Bendahara Pengeluaran diwajibkan melakukan rekonsiliasi dengan
BPPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan setiap bulannya berdasarkan kode
rekening dan program kegiatan yang telah dibayar dengan SP2D untuk
menjamin kebenaran pembayaran.

Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji, Pembuat SPP dan SPM,
Petugas Pelaksana verifikasi SPJ dan Petugas Pelaksana Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji:

1. membuat daftar gaji;
2. meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
3. menyiapkal SPP gaji berdasarkan daftar gaji:

menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji; uang duka dan lain-lain;
membayar gaji kepada pegawai;
mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas
pembantu khusus gaji;

7. mengajukan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP)

untuk pegawai yang mutasi/pensiun;
8. memungut, membukukan dan menyetorkan Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK); dan
9. menyiapkan peremajaan daftar gaji.

b. Petugas Pelaksana verifikasi SPJ dan Petugas Pelaksana Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan:
1. menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan pelaksanaan

DPA Perangkat Daerah;
2. menyiapkan jadwal kegiatan beserta alokasi anggartm yang

bersumber dari masing-masing PPTK;
3. mencatat dan menyimpan dokumen seperti RKA Perangkat

Daerah DPA/DPPA Perangkat Daerah, Anggaran Kas Perangkat
Daerah, Keputusan-Keputusan Kepala Perangkat Daerah,
Dokumen Lelang dan lain-lain;

4. Menyiapkan, membuat dan menyusun dokumen/laporan
penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;

5. menyiapkan SPJ;
6. menghimpun bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai

lampiran SPJ;
7. membuat register dan menyimpan SPP, SPM dan SP2D; dan
8. mencatat penerimaan/pengeluaran pada buku besar dan buku

besar pembantu.

(4)

(5)

(6)

４

５

６
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(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Petugas Pembuat SPP dan SPM, Petugas Verifikasi SPJ

dan Petugas Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 7

Petugas Pembuat SPP dan SPM, petugas verifikasi SPJ dan petugas
akuntansi dan pelaporan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Petugas Pembuat SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas untuk menyiapkan SPP dan SPM baik Uang Persediaan, Ganti
Uang, Tambahan Uang maupun Belanja Langsung.

Da-lam melaksanakan tugasnya, Petugas pembuat SPP dan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungiawab kepada Pejabat
Penandatangan SPM melalui Bendahara Pengeluaran.

Petugas Verifikasi SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
penelitian atas keabsahan Surat Pertanggungiawaban (SPJ), Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah baik SPJ Administratif guna
disahkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, maupun
SPJ Fungsional yang disampaikan kepada PPKD.

Dalam melaksanaan tugasnya, Petugas verifikasi SPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan pada Perangkat Daerah.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala
Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi setiap bulan dan disampaikan
kepada Gubernur melalui BPPKAD Cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
sebagai entitas Pelaporan untuk penyelesaian Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi.
Dalam melaksanaan tugasnya, Petugas Akuntansi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungiawab kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penandatangan SPM

Pasal 8

Pejabat Penandatangan SPM adalah Pengguna Anggaran yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur dengan tugas:
a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
b. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka Pengguna Anggaran
memberikan Kuasa kepada pejabat satu tingkat di bawahnya atau Pejabat
Eselon III.

(5)

(6)

(7)

(2)

う
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Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 9

(1) Berdasarkan DPA/DPPA yang telah disahkan oleh PPKD, Pengguna
Anggaran Perangkat Daerah mengajukan Anggaran Kas Perangkat
Daerah untuk selanjutnya dievaluasi oleh BUD untuk ditetapkan menjadi
Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disusun setiap bulannya.

(21 Berdasarkan Anggaran Kas maka Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran harus memperhatikan efisiensi dalam penggunaan dana yang
tersedia untuk digunakan.

(3) Khusus untuk paket pekerjaan yang dilanjutkan dapat dilakukan
pembayaran dengan SPP-LS setelah DPAL ditetapkar.

(4) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam
pembukuan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu Simpanan/ Bank;
c. Buku Pembantu Pqiak;
d. Buku Pembantu Panjar;
e. Buku Pembantu Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek;
f. Register SPP-UP/GU/TU/LS;
g. Buku Pembantu Kas Tunai.

(5) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

Bagian Kelima
Prosedur Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 10

(1) Berdasarkan DPA/DPPA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan maka
Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

kepada Pengguna Anggaran.

(21 Surat Penyediaan Dana (SPD) disamakan dengan DPA/ DPPA sehingga
BUD tidak perlu mengeluarkan SPD.

(3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari :

a. SPP-Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP-Ganti Uang (SPP-GU);
c. SPP-Tambah Uang (SPP-TU);
d. SPP-[.angsung (SPP-LS).

(4) Penentuan besaran UP untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah
Pagu Anggaran dikurangi Belanja Tidak l,angsung dikurangi LS dengan
nilai diatas Rp. 100.000.0O0,- (Seratus Juta Rupiah) dikurangi tanda
bintang dan lain-lain dibagi 12 (dua belas), dengan tidak merinci per kode
rekening.

ヽ
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(5) Besaran UP hanya dipergunakan untuk pemb ayarar selain dengan
mekanisme TU dan LS.

Bagian Keenam
Kelengkapan SPP

Pasal 11

(1) Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM diatur sebagai berikut :

a. SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran hanya sekali dalam
setahun dengan kelengkapan sebagai berikut:
1. Surat Pengantar SPP-UP;
2. Ringkasan SPP-UP;
3. Rincian rencana penggunaan UP sampai dengan Jenis Belanja;
4. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna

Anggaran yang menyatakan bahwa Up tersebut tidak untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang lain selain Uang
Persediaan pada saat pengajuan Sp2D kepada Kuasa BUD.

b. SPP-GU diajukan untuk menggantikan Uang persediaan (reuotuingl
yang telah digunakan sebesar Laporan pertanggungiawaban (LpJ) Up
yang disampaikan ke BPPKAD.

c. SPP GU diajukan maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan dengan
Kelengkapan SPP-GU sebagai berikut:
1. Surat Pengantar SPP-GU;
2. Ringkasan SPP-GU;
3. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu sampai dengan

rincian objek;
Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SpJ) Fungsional atas
penggunaan dana UP/GU/TU/LS sebelumnya;
Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain GU saat pengajuan Sp2D;
Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SpTB atau kuitansi/
tanda bukti pembayaran lainnya harus memperhatikan ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Surat Setoran Pajak (SSP) berkenan yang telah dilegalisir oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran harus dilampirkan
pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPIB);

d. SPP Tambah Uang diqlukan untuk melaksanakan kegiatan yang
bersifat mendesak, dimana Uang Persediaan (Up) yang ada tidak
tersedia dalam UP untuk membiayai kegiatan yang mendesak.

e. SPP-TU berikutnya dapat diajukan apabila Spp-TU sebelumnya sudah
selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

f. Pengajuan SPP-TU disertai dengan keiengkapan sebagai berikut:
1. Surat Pengantar SPP-TU.
2. Ringkasan SPP,TU.
3. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU.

４

５
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4. Surat Pemyataan dari pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa
dipergunakan untuk keperluan selain
dengan kegunaan sebagai berikut :

Anggaran/Kuasa pengguna
uang yang diminta tidak

Tambahan Uang persediaan

a) Digunakan untuk kegiatan yang mendesak.b] Besarnya Tamlah Uang berdasirkan persetujuan BppKAD.c) Digunakan pallnC.lambat 1 (satu) bulan 
*terhitung 

mulai
Tanggal Sp2D diterbitkan.

d) Jika tambahzrn uang tidak habis digunakan dalam bataswaktu sebagaimana rincian rencana penggunaan pada angka
4 huruf c, maka sisanya disetor ke relening fas Oaeratr piaabulan berikutnya, kecuali kegiatan yang pelaksanaan iebih
dari satu bulan dan penundaanjad*it .lirb"t pe.isti*a aiiuarkendali pA/KpA.

e) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf d), tidak dapatdiminta kembali untuk digunakan karena merupakan ojisa
kas.

5 Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
!. Term Of Reference (TOR) Kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kelengkapan Dokumen Spp-l^S untuk pembayaran Gaji dantunjangan:
1. Surat Pengantar Spp LS;
2. Ringkasan SPP LS;
3. Rincian SPP LS;
4. Lampiran SPP LS;
5. Pembayaran Gaji lnduk/Gaji Susulan/ Kekurangs,rr Caji/caji

Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas dilengkapi dengan Daftar Gaji
Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewai,
Keputusan CPNS, Keputusan PNS, Keputusan Kenaikan pangkat,
Keputusan Jabatan, Kenaikan Gqii Berkala, Surat pernyataan
Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat
Pernyataan Melaksanakan T\rgas, Daftar Keluarga (Kp4), Foto
Copy Surat Nikah yang disahkan, Foto copy Akte Kelahiran yang
disahkan, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat
Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian,
SSP, PPH Pasal 21, dimana kelengkapan tersebut dipergunakan
sesuai peruntukannya.

Tunjangan isteri/suami diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar
lOo/o dari Gaji Pokok dan Tunjangan Anak sebesar 2o/o dari Gaji Pokok
dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya bekerl'a sebagai
Pegawai Negeri, Tunjangan Beras diberikan untuk masing-rnasing
suami isteri menurut haknya sslagai Pegawai Negeri, disamping itu
Tunjangan Beras juga diberikan kepada isteri atau suami dan anak-
anak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu
pihak.

T\rnjangan Anak dan T\rnjangan Beras untuk anak yang diberikan
kepada pegawai dibatasi hingga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
anak kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal I Maret 1994
telah memperoleh Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras lebih dari 2
(dua) orang anak.

h
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j. apabila setelah Tanggat I l\rlaret 1994 jumlah anak yang memperolehtunjangan berkurang akibat dewasa, kawin atau- rn".,i.r..at,pengurangan tersebut 
. 
tidak dapat diganti kecuali jr*i;-';T;

menjadi kurang dari 2 (dua) o.a.,g'anak. "
k. Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud diberikan sampai denganbatas usia 21 tahun dan dapat {rn.+"":""S sampai dengan 25 tahunapabila anak tersebut masih set<otatr ae"gi, UrrilU 

"r..? f..;;;;"dari sekolah yang bersangkutan.
t 

|1nj.a1gan Anak Angkat hanya diberikan satu orang anak saja yangdibuktikan dengan surat keteiangan sah dari pengadilan.

m. Susunan Keluarga (Kp4) dibuat pada setiap permulaan tahun danapabila ada perubahan karena menikah/ceiai- atau kelahiran anak,kematian, dibuktikan dengan surat nikah/cerai, ketahiran Aankematian dari yang berwewenang.

n. Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan selambat_lambatnya setiapTanggal 10 sebelum bulan berkenaan dan untuk gaji susulan
selambat-lambatnya tanggal 20 sebelum bulan berkenaanl

o' sPP-LS untuk rambahan penghasilan peningkatan Kesejahteraan
Umum bagi PNSD provinsi Nusa Tenggara Timur, af."r, ai"iu.
tersendiri dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang
Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum pNSD.

p. Kelengkapan Dokumen Spp-LS Barang dan Jasa adalah sebagai
berikut:
1. Surat Pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS/Ringkasan SPK/Kontrak yang mencantumkan

Nilai Kontrak, Addendum Kontrak, Jangka Waktu pelaksanaan,
Lingkup Pekerjaan dan Nomor Rekening Rekanan, Sanksi/Denda
dan Masa Pemeliharaan;

3. Surat Persetujuan Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa
(SPPBJ);

4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa semua dokumen LS yang
diajukan adalah benar dan menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah;

5. Berita Acara Pemeriksaan Peke{aan/Barang oleh Panitia
Penerima Hasil Peker;'aan dengan melampirkan bobot fisik
pekefaan (7o);

6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
7. Berita Acara Pembayaran;
B. Kuitansi yang disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran yang ditunjuk;
9. E billing beserta E Faktur yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
10. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan

oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;
11. Dokumen lain yang dipersyaratkan misalnya identitas pribadi

(KTP) Rekanan yang bersangkutan untuk mengambil dan
mencairkan SP2D.
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q. Dalam pengaiuan 
^Spp_l "s Bal.ang dan .Jasa harus memperhatikanJadwar kegiatan eerangkai o"".irr)ir"ii -[.,:r*a." .,^]i#Iil, 

*r"*ATil* Daerah 
""ii"se" ;da*-'m..,umpur. ai aurTr 

' 
tarrun

r. Batas maksimum- penyimpanan uang tunai pada kas Bendaharapen geluaran adal_ah 
-sebesJ 

np. i sloo6. 000._ (limr berillula .upirr,t.
ffiH1,.;H:oi,*3'0,fff;""1""i.r,"'cii"i*i''i,i,if,',!*,,r",

s. Batas pencairan LS Barang dan Jasa diatur sebagai berikut:1. Pengadaan BalanS dan Jasa sampai d-engan Rp. 100.000.000,-(seratus Juta Rupiah) ."""ggt,.,;.a1r s15 iiajur<ln _"iJril spplSpM GU selambat_lamU"t"Vl-U"f"" ..runi Tahun berkenaan.2. pengadaan Jasa Konsult"""i 
"r_p"i_a."g." 6. s0.b"d;00, (Limapuluh Juta Rupiah) menssu.rakai ip.x oi4"L;"lr"iii,rtli,u s"r,GU selambat-lambatnya 6Iu., .trri iahun berkenaan.3. Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp. 100.000.000,_ lseratusJuta Rupiah) :*prl dengan np. 200.0b0.000,_ 6;; Rut\i" ;r,.Rupiah) diajukan gTg"" menggunakan spx'au" 

-f"ig";....,
SPP/SPM tans]rlc (Ls)-pembayaEnnya dilakukun purile 

-iurnu.t
bulan Agustus Tahun berkenaan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp. 200.000.000,_ (Dua RatusJuta Rupiah) dan Jasa Konsultansi di atas np. 50.00b.000,_ (LimaPuluh Juta 
- 
Rupiah) menggunakan Kontrak dan pengajuan

SPP/SPM LS- pembayarannya dilakukan paling lambat'bulan
September Tahun berkenaan.

5. Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi diajukan melalui
SPP/SPM-LS selambat-lambatnya bulan September.

6. Kecuali pengadaan Barang dan Jasa yang baru dianggarkan pada
Perubahan APBD maka pengajuan Spp/SpM_LSnya selambat_
lambatnya bulan Desember tahun berkenaan.

7. Apabila Pengajuan SPP/SPM melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud pada angka l, 2, 3 dan 4, maka kegiatan tersebut
dianggap tidak dilaksanakan atau dibatalkan dan tidak dibayarkan
serta menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah bersangkutan.

(2\ Dalam Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU/LS harus menyertakan Iile
softcopy Contoh B Xl-nya.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Pasal 12

(l) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD
sebagai berikut:
a. Pertanggungiawaban administratif kepada Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

b. Pertanggungiawaban fungsional kepada PPKD selambatJambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan
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b.

c.

d.
e.

j

h

Pertanggungiawaban fungsional kepada PPKD selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungiawaban oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran, dengan membuat register pengesahan setiap bulan.

Pertanggungjawaban penggunaan UP

Pertanggungjawaban penggunaan TU
apabila PPKD masi memerlukan tambahan data tentang
pertanggunglawaban secara fungsional, maka dapat meminta SPJ
secara lengkap dari Perangkat Daerah.

SPJ Fungsional dan lampirannya beserta luzrdcopg dan soficopg
disampaikan kepada PPKD selaku BUD, melalui Kabid Akuntansi
dan Pelaporan.

Pengesahan SPJ dilakukan setelah diverifikasi keabsahan bukti-
bukti oleh PPK Perangkat Daerah dan membuat register pengesahan
setiap bulan.
Pengajuan SPP GU/TU bulan berikutnya dapat dilayani apabila SPJ
Fungsional bulan sebelumnya telah disampaikan kepada PPKD.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
1. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran

(sPJ);
register pengesahan laporan pertanggungiawaban pengeluaral
(SPJ);
surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

4. register penolakan laporan pertanggungiawaban pengeluaran
(SPJ); dan

5. register penutupan kas.

Dalam mempertangungjawabkan pengelolaan uang persediaan,
dokumen laporan pertanggung,awaban yang disampaikan
mencakup:
1. buku kas umum;
2. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan

bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per
rincian obyek dimaksud;

3. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara; dan
4. register penutupan kas.
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK
Perangkat Daerah tidak dapat menerbitkan SPM UP/GU/TU apabila
SPJ bulan sebelumnya belum dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang
bersangkutan.
Apabila SPJ pada tanggal 10 bulan berikutnya belum diterima
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui
PPK Perangkat Daerah maka Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran mengirim surat peringatan kepada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, yang tembusannya
disampaikan kepada Inspektorat Provinsi.

２

　

３
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(2)

(3)

m. Untuk tertib laporan pertanggungiawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 desember.

n. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungiawaban yang
disampaikan, PPK Perangkat Daerah berkew4jiban:
1. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungiawaban

dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian

obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
3. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per

rincian obyek; dan
4. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang

diterbitkan Periode sebelumnYa.

o. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
p.-.tit sa"tt kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan
Lendaharan pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

p. Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
pembantu dan bendaharan pengeluaran pembantu sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

q. Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada huruf o dan p,

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas'

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan *"atl behnja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak
terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungiawaban
Ben"dahara Fengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu Perangkat Daerah adalah sesuai dengan l'ampiran III
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata

Cara penatausahaan dan Piny'usunan Laporan Pertanggungiawaban

Bendahara serta PenYamPaiannYa'

BAB IV

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PEI{YUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA
PENYAMPAIANNYA

Bagian Kesatu
Penatau sahaan Bendahara PPKD

Pasal 13

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa Pendapatan. dana
perimbangan, 

- 
Pindapatan lain-lain yang sah dan pembiayaan

penerimaal.'penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
secara langsung di kas umum daerah.

(2)

19



(2)

(3)

(3) Berdasarkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank
membuat Nota kredit yang memuat informasi tentang penerimaan
tersebut baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode
rekening terkait.

(4) Bendahara penerimaan PPKD wajib mendapatkan nota kredit.

Bagial Kedua
Pembukuan Penerimaan PPKD

Pasal 14

Pembukuan pendapatan PPKD dimulai dari saat Bendahara Penerimaan
PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya
penerimaan di rekening kas umum daerah.

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan
buku penerimaan pendapatan PPKD.

Dokumen yang digunakan dalam pembukuan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2):
I . Nota kredit
2. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Pertanggungiawaban dan Penyampaiannya

Pasal 15

Bendahara Penerimaan PPKD mempertanggungiawabkan pengelolaan
keuangan yang menjadi tanggunglawabnya kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku
penerimaan PPKD yang teiah dilakukan penutupan pada akhir bulan
dilampirkan dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah Penyusunan dan penyampaian pertanggungiawaban
bendahara penerimaan PPKD sebagai berikut:
1. Melakukan penetapan buku penerimaan PPKD dan melakukan

rekapitulasi perhitungan ;

2. Menyampaikan penerimaan bukti-bukti yang sah dan lengkap;
3. Menyampaikan BK penerimaan PPKD yang telah dilakukan

penutupan dilampirkan dengan bukti penerimaar yang sah kepada
PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Langkah-langkah penyusunan dan
penyampaian pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan PPKD sesuai
dengan l,a.mpiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La'poran
Pertanggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya'

(2)

(3)

(4)
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BAB V

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWAI}AN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA

PEI{YAMPAIANNYA

Bagian Kesatu
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 16

(1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan
Bendahara Pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan
pengeluaran/ belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan;

(21 Untuk melakukan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

maka Bendahara Pengeluaran PPKD menyusun SPP-LS dan TU sebagai
alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD;

(3) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengajuan SPP-LS dan TU
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21;
1. Salinan SPD;
2. Lampiran lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pembukuan Belanja PPKD

Pasal 17

(l) Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan
SP2D-LS ke dalam BKU Pengeluaran dan buku pembantu yang terkait.

(21 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembukuan sebagaimala
yang dimaksud pada ayat (1):
1. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD;
2. Buku Pembantu BKU.

Bagian Ketiga
Pertanggungiawaban dan Penyampaiannya

Pasal 18

(1) Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungiawaban atas
pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggungiawabnya
setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(z\ Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SPM

Pasal 19

Pengguna Anggaran menerbitkan SPM setelah dokumen SPP dinyatakan
lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, dengan mekanisme sebagai berikut:

う
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a. Proses penerbitan SPM dilakukan oleh Petugas Penyiap SPP dan SPM
sebagai berikut:
1. Memeriksa kelengkapan lampiran dokumen pendukung SPP sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA/DPPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
arggaran;

3. Memeriksa kesesuaian rencana keq'a dan atau kelayakan hasil keq'a
yang dicapai dengan indikator keluaran;

4. Memeriksa kebenaran atas hak tagih menyangkut,antara lain:
a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/

perusahaan, alamat, nomor rekening, NPWP dan nama bank);
b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau

kelayakkannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
spesifikasi teknis yang tercantum dalam SPK/kontrak);

c) Jadwal waktu pembayaran.

5. Pengguna Anggaran dapat menolak menerbitkan SPM apabila
dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam hal Pengguna Anggaral berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
atas tanggungjawab Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan
dituangkan dalam Surat Perintah.

b. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/GU/TU/LS maka
Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU/LS dalam rangkap 6
(enam) untuk diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-
uP/GU/TU/LS;

c. Penatausahaan penerbitan SPM dilaksanakan oleh PPK Perangkat
Daerah;

d. Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran dilarang
menerbitkan SPM.

BAB VII

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal 20

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa BUD dilakukan sebagai
berikut:
a. Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta

dokumen pendukungl
b. SPP/ SPM Gaji bulanan harus diterima BPPI(AD/Bidang Perbendaharaan

paling lambat tanggal 10 sebelum bulan pembayaran;
c. Kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang

tercantum dalam daftar pembayaran;
d. Kuasa BUD menguji ketersediaan dana sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/
DPPA);

e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan pemeriksaan dokumen SPM
yang telah dinyatakan lengkap dan sah.
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f. Kuasa BUD memeriksa kelengkapan SPM, mencatat dalam Daftar
Pengawasan SPM dan apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi
syarat, maka Kuasa BUD mengeluarkan surat penolakan penerbitan SP2D
atas SPM yang diajukan.
Penerbitan SP2D pating lambat 2 (dua) hari kerja apabila dokumen SPM
telah sah, benar dan lengkap.
Penolakan penerbitan SP2D diatur sebagai berikut:
1. Untuk SPM Belanja Pegawai Non Gaji bulanan paling lambat I (satu)

hari kerja setelah diterima SPM;
2. Untuk SPM UPIGU/TU/LS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

diterima SPM.
3. Pengajuan SPP/SPM I,S dibawa oleh Bendahara/Pegawar terkait

didalamnya tanpa perantara pihak ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2l

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan,
Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 012)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasaJ22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap oran g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal l6 Mq

RA TIMUR,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 M e1    2017

‖

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

グ FRANS LEBU

2017
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